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ABSTRACT

The digital transformation of land services through the implementation of
electronic certificates requires the availability of valid and high-quality land data.
However, in the implementation of electronic certificate media conversion, various
obstacles are still encountered that hinder the land data validation process. This
study aims to describe the condition of land data in the validation process of
electronic certificate media conversion, identify the obstacles that occur during the
validation process, and analyze the impact of data discrepancies on the smooth
issuance of electronic certificates at the Sleman Regency Land Office.

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data
were collected through interviews, observations, and document studies involving
land book and survey document validators, as well as related officials at the Sleman
Regency Land Office. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman
model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results indicate that the condition of land data at the Sleman Regency
Land Office is not yet fully prepared to optimally support the implementation of
electronic certificate media conversion. Validation constraints originate from data,
system, and human resource aspects. In Survey Document (Surat Ukur) validation,
the identified problems include overlapping land parcels, parcel gaps, limitations
in the quality of historical survey data, and limitations of base maps/aerial imagery.
In Land Book validation, the identified problems include incomplete historical data,
discrepancies in textual/juridical data between physical documents and the
electronic system, and difficulties in tracing land records (warkah). The impacts
include delays in the validation process, delays in service completion, an increase
in application backlogs, low readiness of electronic data, and a decline in public
trust in land services.

Keywords: Land Data Validation, Media Conversion, Electronic Certificate, Electronic

Survey Document, Electronic Land Book
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pelayanan publik saat ini sudah memasuki era digitalisasi
termasuk di bidang pertanahan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam
administrasi Pertanahan di Indonesia Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melaksanakan
kebijakan digitalisasi layanan pertanahan melalui penerapan sertipikat tanah
elektronik, tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan efisiensi pelayanan,
kepastian hukum, keamanan data, serta mengurangi risiko kehilangan dan
pemalsuan dari sertipikat analog (Dewi et al., 2024). Kekurangan atau
resiko dari sertipikat analog atau konvensional sudah teratasi dengan adanya
sertipikat elektronik, yang dulunya mudah untuk dipalsukan atau rekayasa
sekarang sudah diminimalkan seperti tanda tangan yang sudah digital dan
enkripsi data, hal tersebut menjadi salah satu contoh sertipikat elektronik ini
sulit dipalsukan maupun dimanipulasi, selain itu masalah yang terjadi yaitu
kejelasan terhadap kepemilikan tanah yang sebelumnya menjadi penyebab
adanya sengketa, sekarang sudah diminimalisir karena setiap perubahan
kepemilikan tanah sekarang sudah tercatat secara digital (Susmana, 2025).

Sertipikat elektronik diatur pertama kali dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat
Elektronik. Namun beberapa norma dalam Permen ATR/BPN Nomor 1
Tahun 2021 dianggap masih bersifat umum dan belum mengatur secara
rinci mengenai peralihan ke elektronik seperti mekanisme konversi, validasi
data, serta perlindungan terhadap data pertanahan elektronik. Sebagai tindak
lanjut terhadap penyempurnaan kebijakan, pemerintah menerbitkan
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerapan
Sertipikat Tanah Elektronik, regulasi ini secara substansi memperbarui,
memperjelas, dan memperluas cakupan aturan sebelumnya. Dalam

peraturan terbaru ini, pemerintah menegaskan bahwa implementasi



sertipikat elektronik tidak hanya mencakup penerbitan baru, tetapi juga
konversi sertipikat lama secara bertahap, serta penguatan aspek keamanan
data dan integrasi sistem Pertanahan Nasional (Aliyyah et al., 2023).

Data yuridis merupakan elemen kunci dalam proses sertipikasi tanah
karena memuat informasi status hukum, subjek, dan objek hak atas tanah.
Kesalahan atau ketidaksesuaian data yuridis dapat mengakibatkan sengketa
kepemilikan, duplikasi hak, hingga lemahnya perlindungan hukum bagi
pemegang sertipikat, didalam sertipikat elektronik semua data yuridis
diubah atau dikonversikan menjadi digital atau disebut juga alih media,
transformasi ini mencakup dokumen-dokumen seperti (BT) Buku Tanah,
(SU)Surat Ukur, dan tugas setiap Kantor Pertanahan setiap wilayah
memiliki tugas untuk menarik sertipikat konvensional/fisik untuk dijadikan
satu dengan buku tanah (untuk sekarang tidak wajib/apabila pemilik
sertipikat menghendaki untuk ditarik), yang nantinya disimpan untuk
warkah elektronik di setiap kantor pertanahan. Dokumen digital yang dibuat
melalui sistem elektronik, baik yang sudah digital maupun hasil
pemindaian/scan (alih media), secara hukum diakui sebagai bukti yang sah,
keabsahan dokumen ini dijamin melalui penggunaan tanda tangan
elektronik (TTE) dan stempel digital oleh pejabat berwenang, yang tentunya
harus melalui tahap validasi data yang nantinya akan menghasilkan
sertipikat elektronik itu sendiri (Elora, 2024b).

Pada Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 3 Tahun 2023 dalam pasal
33 menjelaskan kegiatan pengubahan surat ukur (SU) bertransformasi ke
Surat Ukur elektronik (SU-el) dan Buku Tanah yang dijadikan Buku Tanah
Elektronik (BT-el), pemeliharaan data dan pencatatan perubahan data
tercantum pada buku tanah dan juga dicantumkan di sertipikat analog yang
dipegang oleh pemohon/seseorang yang memiliki hak atas tanah, yang
setelah itu di migrasikan kedalam sistem KKP atau sistem elektronik namun
berbeda dengan pendaftaran pertama kali, karena pada pendaftaran pertama
kali tidak ada data yang harus dialihkan ke sistem elektronik. Semua

kegiatan peralihan ke sistem elektronik selanjutnya akan dilakukan



verifikasi kelengkapan dan kebenaran data yang nantinya dijadikan lembar
pengesahan (P. D. A. A. Putra, 2024). Namun, kenyataan di lapangan
menunjukkan adanya gap signifikan antara dokumen pertanahan yang sudah
didigitalisasi dengan yang belum, baik berupa buku tanah maupun surat
ukur. Oleh karena itu dilakukannya digitalisasi dengan melaksanakan
validasi surat ukur (SU) dan buku tanah (BT) dalam proses alih media.
Dalam validasi tersebut dilakukan terhadap surat ukur (SU) dan buku tanah
(BT), maka diperlukannya verifikasi dalam kegiatan Pra Surat Ukur
elektronik (Pra SU-el) dan Pra Buku Tanah elektronik (Pra BT-el), validasi
pada SU dan BT dalam pelaksanaan alih media ini agar implementasi
Sertipikat Elektronik dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi banyak SU
dan BT yang masih ada penundaan menuju digitalisasi/elektronik
dikarenakan ada hambatan. Hambatan yang ditemukan yaitu: data spasial
yang tidak akurat/tidak lengkap, data yuridis yang tidak valid/tidak lengkap,
keterbatasan sumber daya, dokumen fisik yang rusak, dan kinerja sistem
buruk(l. A. Putra, 2025).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah strategis di
Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami perkembangan pesat dalam
bidang pertanahan, terutama dalam implementasi digitalisasi layanan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menjadi salah satu kantor yang
sejalan dengan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mewujudkan transformasi digital
pelayanan publik di sektor pertanahan (Amelia, 2025). Pelaksanaan yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tercantum dalam
Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 285/SK-OT.01/111/2024 Tanggal 19
Maret 2024 Tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas 30 dalam
Program Kabupaten/Kota Lengkap dan resmi pertama kali rilis pelayanan
sertipikat elektronik pada tanggal 31 Mei 2024 (B. Putra, 2025).

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada bulan Oktober 2025,
Sleman memiliki luas wilayah sebesar 572.310.930 m? dengan 659.401

persil tanah. Luas persil yang valid baru mencapai 195.506.832 m? atau



sekitar 34,16% dari total luas persil yang terdaftar. Artinya, lebih dari
separuh data bidang tanah di Sleman belum tervalidasi dalam sistem digital
pertanahan. Selain itu, jumlah yang siap elektronik hanya 39.27%,
menandakan masih ada dokumen yang belum sepenuhnya diubah ke digital,
kondisi tersebut berdampak pada kesiapan data dalam penerapan sertipikat
elektronik. Data pada validasi yaitu Surat Ukur dan Buku Tanah yang secara
substansial keduanya memiliki objek validasi yang berbeda, pada validasi
Buku Tanah berfokus pada aspek yuridis dan administratif, seperti
kesesuaian identitas pemegang hak, jenis hak, nomor hak, serta pencatatan
dalam sistem pendaftaran tanah. Sementara itu, validasi Surat Ukur pada
aspek spasial, yaitu ketepatan letak, luas, dan batas. Persentase Buku Tanah
yang valid baru mencapai 86,67% dan Surat Ukur Valid 83,84%
menjadikan kedua data tersebut belum maksimal. Hasil rekapitulasi data
yang sama, tingkat data valid keseluruhan di Kabupaten Sleman hanya
mencapai 35,89%. Angka ini menunjukkan adanya gap antara data fisik dan
data digital, khususnya pada aspek data tekstual/yuridis yang menjadi dasar
hukum penerbitan sertipikat elektronik. Menurut (B. Putra, 2025) ada gap
antara data yang siap diterbitkan sertipikat elektronik dan data yang belum
siap, hal ini perlu dikaji sebagai dasar pengembangan strategi perbaikan dan
kebijakan layanan pertanahan berbasis elektronik, selain itu kondisi
pelayanan di Kantor Kabupaten Sleman tidak sesuai apa yang diharapkan
untuk penerbitan sertipikat elektronik, terjadinya penunggakan berkas dan
penyelesaian tidak tepat waktu, dari hal-hal tersebut diperlukannya
pengkajian tentang data pertanahan yang belum didigitalisasi karena hal
tersebut merupakan salah satu faktor penyebabnya.

Semua hal yang melatarbelakangi masalah yang ada di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman maka penulis tertarik untuk mengupas
maupun mendeskripsikan masalah yang terjadi, oleh karena itu penulis
mengambil judul “Problematika Validasi Data Pertanahan Dalam
Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman”.



B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana kondisi data dalam proses validasi alih media sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

Apa kendala yang terjadi dalam proses validasi data pertanahan dalam
pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
Bagaimana akibat ketidaksesuaian data tersebut terhadap kelancaran
penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka

peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi data pertanahan dalam proses validasi

alih media sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman.

Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses validasi data
pertanahan pada pelaksanaan alih media sertipikat elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Untuk menganalisis akibat ketidaksesuaian data pertanahan terhadap
kelancaran penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan ilmu di bidang administrasi pertanahan digital, dengan
menambah referensi empiris mengenai problematika data tekstual dan
spasial dalam implementasi sertipikat tanah elektronik

Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai rujukan bagi peneliti lain untuk melakukan
penelitian perihal penerbitan sertipikat elektronik pada pelayanan
pertanahan di Indonesia. Bagi kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai



kondisi data pertanahan serta kendala yang terjadi dalam proses
validasi data pada pelaksanaan alih media sertipikat elektronik,
sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam

pelaksanaan validasi data pertanahan.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara,

observasi, dan analisis dokumen, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Kondisi data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman menunjukkan bahwa kualitas data pertanahan yang
tersedia belum sepenuhnya siap untuk mendukung pelaksanaan
alih media sertipikat elektronik secara optimal. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa masih terdapat bidang tanah yang
memerlukan proses validasi dan peningkatan kualitas data
sebelum dialihmediakan menjadi dokumen elektronik dan
sertipikat elektronik.

Kendala validasi data pertanahan pada pelaksanaan alih media
sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
berasal dari aspek data, sistem, dan sumber daya manusia. Pada
validasi SU, kendala yang dtemukan meliputi ketidaksesuaian
bidang tanah dengan citra terkini, tumpang tindih dan gap pada
bidang tanah, keterbatasan kualitas data hasil pengukuran lama,
keterbatasan cakupan peta dasar atau peta foto udara, serta
dokumen SU yang tidak ditemukan. Pada validasi BT, kendala
yang dominan berupa ketidaklengkapan data redaksi atau
historis pada bidang tanah, ketidaksesuaian data antara dokumen
fisik dan sistem elektronik, kesulitan penelusuran warkah, serta
perbedaan sistem pencatatan pada zaman dahulu dengan yang
masih menggunakan proses manual dibandingkan dengan
sekarang yang sudah sinkron dengan sistem elektronik. Selain
itu, terdapat kendala sistem yaitu gangguan aplikasi dan

maintenance aplikasi, serta kendala sumber daya manusia yang
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meliputi tingginya permohonan yang berdampak kepada beban
kerja petugas, kelalaian atau tidak telitinya validator ketika
melakukan validasi, dan ketidakakuratan informasi yang
diberikan oleh pemohon.

. Ketidaksesuaian data pertanahan memberikan dampak terhadap
kelancaran penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman. Dampak yang ditimbulkan meliputi:
terhambatnya proses validasi data pertanahan, keterlambatan
penyelesaian pelayanan, meningkatnya tunggakan berkas,
rendahnya tingkat kesiapan data elektronik, serta munculnya
presepsi negatif masyarakat terhadap kualitas pelayanan
pertanahan.

. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai
upaya untuk mengatasi kendala validasi data pertanahan dalam
pelaksanaan alih media sertipikat elektronik. Upaya tersebut
meliputi pelaporan kepada administrator atau PUSDATIN untuk
menindaklanjuti gangguan pada sistem KKP maupun SITATA,
perbaikan dan penyelesuaian data spasial maupun tekstual, pada
spasial yaitu dengan cara menyesuaikan bidang tanah agar tidak
terjadi tumpang tindih di peta pendaftaran, penelusuran warkah
dan penyempurnaan data yuridis atau tekstual, peningkatan
ketelitian petugas dalam proses validasi, pemanfaatan program
KKN-PTLP dalam meningkatkan kualitas data, penambahan
jam kerja untuk menghindari tunggakan berkas, peningkatan
koordinasi dengan pemohon untuk memperoleh informasi yang

lebih akurat.

102



B. SARAN

1.

Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

a)

b)

d)

Perlunya penambahan terhadap sumber daya manusia di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman yang juga dilakukannya pelatihan
agar pelaksanaan pelayanan pertanahan lebih kondusif jika SDM
sudah lebih memahami tentang teknis pelaksanaannya.
Memprioritaskan penyelesaian permasalahan data spasiak,
terutama pada bidang tanah yang masih mengalami overlap atau
gap. Upaya tersebut penting untuk mendukung percepatan
validasi SU dan mengurangi hambatan dalam penerbitan
dokumen elektronik.

Perlunya pembagian tugas terhadap petugas pada Validasi SU,
yaitu membagi menjadi validasi SU tekstual dan validasi SU
spasial.

Memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dan PPAT mengenai
pentingnya kelengkapan dan keakuratan data yang disammpaikan
dalam permohonan pelayanan. Informasi lokasi bidang tanah,
dokumen pendukungm serta data identitas yang lengkap akan
membantu mempercepat proses validasi dan mengurangi potensi
keterlambatan pelayanan.

Harapannya penelitian ini sebagai kontribusi terhadap evaluasi
terhadap peningkatan kualitas data dalam pelaksanaan validasi

data pertanahan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan

kajian komparatif antar kantor pertanahan atau bahkan luar negeri

sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai

kendala dan praktik terbaik dalam pelaksanaan validasi data

pertanahan dalam penerbitan sertipikat elektronik. Dengan demikian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam
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mendukung peningkatan kualitas data dan keberlanjutan

transformasi digital.
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